diteliti apakah kebijakan tersebut benar benar “demi kepentingan
umum” atau demi kepentingan perusahaannya. PT. Pelabuhan
Indonesia Il (Persero) dan PT. Multi Terminal Indonesia sebenarnya
memiliki tujuan yang baik yaitu kecepatan dan efisiensi dalam
kegiatan bongkar muat, namun seharusnya tujuan tersebut tidak
dilakukan secara terpaksa.

2. Komisi Pengawas Persaingan Usaha sudah mengeluarkan putusan
yang cukup baik. KPPU sebagai lembaga yang menangani persaingan
usaha diharapkan juga dapat melakukan pencegahan sebelum adanya
pelanggaran dengan cara sosialisasi atau mengontrol persaingan
usaha. KPPU harus bersikap netral dalam memutus suatu perkara

tanpa peduli siapa subyeknya.
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